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Abstract

The law of the inheritance of the Western Civil €d@urgerlijk Wetboek, hereinafter
abbreviated as B.W), applies to the Foreign Eastelass of Chinese descent (Stbh.1917
No0.129) and other foreign easts: India, Arab e&tb(1924 No. 556) applies their respective
customary laws developed in Indonesia, excepthfergeneral will, as well as the European
and equivalent classes, under article 163 paragr@pbf the Indische Staats Regeling. The
Law of Inheritance B.W is still the main legal soeiin solving the problem of the distribution
of property for the class of groups, which is seth in article 830 (B.W). In addition to
inheritance under these general requirements, theralso the problem of "Afwezeigheid"
inheritance, because of the legal suspicion thattir is presumed to have died "under article
467- article 469 B.W. How to distribute the inhanite left behind by "The absentee?" To
answer the problem, the journal of this law was pided. May be useful.
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Abstrak

Hukum waris Perdata BaraB\frgerlijk Wetboekselanjutnya disingkat B.W), berlaku bagi
golongan Timur Asing keturunan Tionghua (Stb. 18/129) dan timur asing lain: India,
Arab dll. (Stb.1924 No0.556) berlaku hukum adat rkenmasing-masing yang berkembang di
Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golong§aopa dan yang dipersamakan,
berdasarkan Pasal 163 aydhdische Staats Regelinglukum Waris B.W masih merupakan
sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalahgggantharta kekayaan bagi golongan
golongan tersebut, yang diatur dalam Pasal 830 EB&ain mewaris dengan persyaratan
umum tersebut, juga timbul masalah pewari$afwezeigheid” atau Keadaan tidak hadir,
karena adanya dugaan hukum bahwa pewaris tersethugad telah meninggal dunia”
berdasarkan Pasal 467-Pasal 469 B.W. Bagaimana aggmh harta warisan yang
ditinggalkan oleh “Si yang tidak hadir terseBut2ntuk menjawab permasalahan tersebut,
maka disusunlah jurnal hukum iemoga bermanfaat.

Kata Kunci Burgerlijk WetboekPewarisanAfwezeigheid.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

!Penulis Adalah Dosen Tetap llmu Hukum Di Universitdarotama, Surabaya.
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Afwezeigheiddiartikan jika terjadi seseorang meninggalkan tdmnipaygalnya
dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang gakd, mewakili dirinya dan mengurus
harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusasanralan kepentingan-kepentingan.
Apabila lima tahun telah lewat setelah keberangigta dari tempat tinggal itu atau lima
tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang menikarkbahwa pada waktu itu ia masih
hidup. Sedangkan dalam waktu lima tahun itu takg@eterdapat tanda tanda tentang masih
hidup atau telah meninggalnya si tak hadir itu, antlk peduli apakah dalam hal ini telah
atau belum diperintahkan tindakan tindakan semantarhadap si yang demikian tak hadir
tadi, atas permintaan para yang berkepentingasetatah memperoleh ijin dari Pengadilan
Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dggil menghadap dimuka pengadilan
yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara uraorbeatlaku selama tiga bulan atau
sedemikian lebih lama sebagaimana kiranya berker@mnerintahkannya.

MenurutBurgerlijk WetboeKB.W), hukum waris adalah hukum yang mengatur
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggaldeseorang pewaris yang meninggal
dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukagnpara ahli waris tersebut atas harta
benda yang diwarisinya. Pada dasarnya hanya haklakkewajiban-kewajiban dalam
hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat dieariskda beberapa pengecualian,
seperti hak seorang bapak untuk menyangkal salesgasang anak dan hak seseorang anak
untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak aalbapak atau ibunya, kedua hak
tersebut adalah masuk dalam lapangan hukum kekelarar kecuali beberapa hal yang
disebut dalam Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal .2vO B

Ketentuan Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewarisayahaerlangsung karena
kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbukanyar harta peninggalan baru dapat
dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dudelam hal ini, bayi yang ada dalam
kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai tklahirkan bilamana juga
kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 2 B.Vaji $¢waktu dilahirkan dianggap ia
tak pernah ada. Demikian pula terhadap Pewarisathwvaris yang di duga meninggal
dunia melalui penetapan Pengadilan atau disebat figyang tidak hadir, tetap mewaris
berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam B.\( ¢iatla Pasal 463-495. B.W berlaku
bagi golongan Timur Asing keturunan Tiongh&l( 1917 No. 129) dan timur asing lain:
India, Arab dll. Stb1924 No. 556) berlaku hukum adat mereka masingagagang
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berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umsenta golongan Eropa dan yang
dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 alati@che Staats Regeling

B.W masih merupakan sumber hukum utama dalam mesaikhn masalah harta
kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang pewang gneninggal dunia. Kendati hukum
itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakamdeehidupan sehari-hari di Indonesia,
namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yamgggditkan oleh pewaris yang
meninggal dunia tidak jarang menjadi masalah sdagkakum dan bahkan seringkali
berakhir penyelesaiannya di hadapan meja hijaarD@lewarisan menurut B.W ini dapat
terjadi pula keadaan si Pewaris dalam keadsavezeigheicatau keadaan tidak hadir.
Sehingga permasalahan hukumnya terhadap apa bkikhah pewarisan terhadap para ahli
waris, apabila terjadAfwezeigheidatau keadaan tidak hadir si Pewaris terhadap harta

warisannya.

2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akifnatum pewarisan karerfwezeigheid
terhadap Ahli Waris menurut Hukum Perdata Barai\(B.

3. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum perdata
dibidang hukum waris. Dari segi praktis penelitian diharapkan dapat berguna bagi
praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penangkasus atau permasalahan-
permasalahan hukum yang berkaitan dengan pew&asanaAfwezeigheiderhadap Ahli

Waris menurut Hukum Perdata Barat (B.W).

4. Metode Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normégftujuan mencari pemecahan atas isu
hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yangpmhi adalah memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yajukaln. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangsiatute approachy pendekatan konseptual

(conceptual approagh dan pendekatan histor{historical approachf. Metode analisis

2 Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Greupkarta, 2005him,. 113
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bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primerpdeperundangan-undangan

dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan Kaitsagr

.PEMBAHASAN
1. Tentang Pewarisan AfwezeigheidAtau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum
Seseorang Telah Meninggal Dunia
Hukum waris diatur dalam Buku Kedua B.W, diaturasialkurang lebih 300 pasal,
yang dimulai dari Pasal 830 BW sampai dengan Ads4 BW. Hukum waris B.W adalah
hukum waris yang mengatur tentang apa yang tedadgan harta kekayaan seseorang
(pewaris) yang meninggal dunia, atau dengan katahal-hal yang mengatur tentang
peralihan hak harta kekayaan pewaris yang menirgdjgah serta akibat hukum bagi ahli
warisnya. Mewaris, berarti ahli waris menerima &avarisan dari pewaris yang meninggal
yang meninggalkan harta warisan dalam hubungandg#amuhukum harta kekayaan. Pada
asasnya, yang dapat diwariskan adalah hanya “Haldaa kewajiban dibidang hukum
kekayaan saja” dengan mengingat kapan warisank&smang diatur dalam Pasal 830 B.W,
yaitu :
a. Ada pewaris yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
b. Pewaris meninggalkan harta warisan (Pasal 833 BW);

c. Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh mgRasal 836 BW).

Di samping ketentuan Pasal 830 B.W masih ada yanatslagi untuk pewarisan
itu yang kita jumpai dalam Pasal 836 B.W vyaitu ahiaris sudah ada pada saat
meninggalnya si pewaris dengan memperhatikan pelenkuan dari Pasal 2 B.W.
Demikian juga tanpa Pasal 836 B.W, mengingatkambdtita wajib memperhatikan Pasal
2 B.W jika ada anak dalam kandungan dan terdapt skepentingan yang mendesak
terhadap bayi dalam kandungan si ibu tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur @\&mdiketahui bahwa cara
mewaris dapat dilakukan melalui mewaris berdasatketang-undang / abintestato, yaitu
atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongamvaris (Pasal 852 jo. Pasal 861
B.W), mewaris atas dasar penggantian tempat (P8&i845 B.W) dan mewaris
berdasarkan testament/wasiat (Pasal 875 B.W). Mestaialah suatu akta yang memuat

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendalerygy akan terjadi setelah ia
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meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembkahra sepihak. Unsur-unsur testamen
yaitu :
a) Penerima wasiat harus sudah ada tatkala si yangans&an meninggal dunia
(Pasal 899 B.W Jo. Pasal 2 B.W), ketentuan inktlalrlaku bagi mereka yang
menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembagdohga;
b) Dibuat dengan akta otentik, isinya harus jelasgdP239 B.W);
c) Berisi pernyataan kehendak si pewaris tentang apg glikehendaki atas harta

peninggalannya setelah is meninggal dunia (Pa$£aB9%/).

Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan tepbulegat kita lihat dari Pasal
830 B.W yang menyatakan bahwa pewarisan hanyaliégaena kematian. Jadi jelaslah
bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat dari terjadinya pewarisan.
Dengan meninggalnya seorang pewaris, maka selama kekayaannya akan beralih dari
pewaris kepada para ahli warisnya. (Pasal 830-8@7).Bladi terjadinya warisan karena:

1) Pewaris meninggal dunia (Pasal 830 B.W);

2) Ada ahli waris harus telah ada pada saat warishoka (Pasal 836 B.W);

3) Pewaris Meninggalkan harta (Pasal 833 B.W).

4) Terjadi keadaan pewaris tidak hadir atdwezeigheidPasal 467 B.W)

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk anisw
1) Ahli waris harus patut mewaris atanwaardig
2) Ahli waris tidak menolak waris ;
3) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewarenisar
a) Mempunyai hubungan darah (Pasal 832 B.W);
b) Karena wasiat (Pasal 874 B.W);
4) Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris mealrymia (Pasal 836 B.W),

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 B.W.

Ahli Waris yang tidak patut mewaris:

a. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkalah membunuh atau
mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 1 B.W).

b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersaidkdrena secara fitnah
telah mengajukan pengaduan terhadap si yang nwalingalah suatu
pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yamgaen dengan hukuman
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penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang leéibat (Pasal 838 ayat 2
B.W).

c. Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perlislthrmencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasigfPasal 838 ayat 3
B.W).

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau mekaalsurat wasiat yang
meninggal (Pasal 838 ayat 4 B.W).

Penggolongan Ahli Waris Menurut B.W:

a. Golongan pertama, terdiri anak/sekalian keturunareka meskipun dilahirkan
dari lain-lain perkawinan sekalipun, dan suami/istang hidup terlama,
dipersamakan dengan seorang anak yang sah (PasaVah

b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudarakggmrunan saudara (Pasal
855 jo. Pasal 859 BW);

c. Golongan ketiga, terdiri dari keluarga sedarah rdadgris lurus ke atas atau
dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dgeabayang sama (Pasal
850 BW), dengan tidak mengurangi ketentuan-keterndiatam Pasal 854, Pasal
855 dan Pasal 859 BW;

d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga kmrdalam garis menyimpang
sampai dengan derajat keenam (Pasal 858 jo. Fe3&@ BW)?

Bahwa B.W. telah mengatur hak waris masing-masinly \earis yang sah.
Menurut Pasal 913 B.W yang dimaksud denbagitime Portieadalah bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan kepada para watésn garis lurus menurut undang-
undang, terhadap mana si yang meninggal tak dipgrk@an menetapkan sesuatu, baik
sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidappun sebagai wasiat. Jadi, pewaris
boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikaah hkepada seseorang, namun
demikian pemberian tersebut tidak boheblanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) para
ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Bagian muttakLegitieme Portieanak-anak
sah telah diatur dalam Pasal 914 B.W,

a. Bila si pewaris meninggalkan 1 orang anak sah dgans ke bawah, L.P nya
adalah Y dari Harta Peninggalan yang sedianya dikanma anak itu pada
pewarisan karena kematian.

b. Bila si pewaris meninggalkan 2 orang anak, maka unkik tiap-tiap anak
adalah 2/3 dari apa yang sedianya akan diterinpa areak pada pewarisan
karena kematian.

c. Bila si pewaris meninggalkan 3 orang anak atalnlebeka L.P nya adalah 3/4
bagian dari apa yang sedianya akan diterima tia pada pewarisan karena
kematian.

3J.Satrio Hukum Waris Alumni, 1992, him 44-45.
“Henny TanuwidjajaHukum Waris Menurut BYCetakan KesatRefika Aditama, 2012, him 8.
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d. Bagian mutlak Anak Luar Kawin yang telah diakui gen sah adalah 1/2 dari
bagian yang menurut undang-undang sedianya hawexisinya (Pasal 916

e. S;;Ngi)a.m mutlak dalam garis lurus ke atas selamadgdah Y2 dari apa yang
irtrlljeglurut undang-undang menjadi bagian bagian teaprtiereka dalam garis

Terhadap PewarisaAfwezeigheidAtau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum

Seseorang Telah Meninggal Dunia, perlu dicermatgpdianAfwezeigheidMenurut Pasal
467 B.W yaituJika terjadi seorang telah meninggalkan tempatgnga dengan tidak
memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya danngoeus harta
kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusarkdpentingan-kepentingan itu,dan
apabila 5 tahun telah lewat, setelah keberangkgsadari tempat tinggal itu atau 5 tahun
setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikamra pada waktu itu ia masih hidup,
sedangkan dalam waktu 5 tahun itu tidak pernatapaidtanda-tanda tentang masih hidup
atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka pgamintaan para yang berkepentingan
dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negetpat tinggal si tak hadir untuk hadir
menghadap sampai 3 kali, dengan segala akibat hufaim

Dalam hal demikian jika si tak hadir tetap tidakadébar, maka keadaan tidak

hadir seseorang itu tidaklah menghentikan statbagee subjek hukum. Oleh karena itu
demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturam¢gAfwezeigheid’:® Dalam BW
dikenal ada 3 masa atau 3 tingkatan keadaan taldik $eseorang, yaitu:
1) Masa adanya kemungkinan sudah meninggal :

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudahngagai jika:

a) Tidak hadir 5 tahun, apabila tidak meninggalkaraskuasa, dimulai pada hari
ila pergi tidak ada kabar yang diterima dari oramgdbut atau sejak kabar
terakhir diterima (Pasal 467 KUHPerdata).

b) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetagals habis berlakunya, dimulai
pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterimaaang tersebut atau sejak
kabar terakhir diterima (Pasal 470 B.W).

5 J. SatrioOp.Cit him 280.
5M.J.A Van Mourik,Studi Kasus Hukum Waris, Cetakan Pertaf@esco, 1993, him 175-176.
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c) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak genum pang kapal laut
atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabdhiedan jika tidak ada kabar
sejak hari berangkatnya (S. 1922 No. 455).

d) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada syagristiva fatal yang
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara ldi sejak tanggal terjadinya
peristiwa (S. 1922 No. 455).

e) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatak&mvaapabila salah satu
pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pillakg ditinggalkan boleh

mengajukan perceraian.

Sementara akibat-akibat keadaan tidak hadir tegh&dami / Isteri’

1) Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpakadtbar tentang hidupnya, maka
istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi denga Pengadilan Negri
(Pasal 493-494 BW). Sebelumnya pengadilan harusgagakan dulu
pemanggilan 3 kali berturut-turut, dengan cara diegetentuan dalam Pasal
467 dan Pasal 468 BW). Namun setelah pemberian dam pengadilan,
sebelum per-kawinan dilangsungkan, si tak hadarkia pulang kembali, atau
seseorang lain datang membuktikan tentang masuphia si tak hadir, maka
izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlakgil (Pasal 495 BW).

2) Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahlanmdaasa “mungkin sudah
meninggal” (S. 1922 No. 455).

3) Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila dgisdg? tahun berturut-turut.

4) Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi #emudian orang yang tak
hadir pulang kembali, maka orang yang tak hadietbvohenikah lagi dengan
orang lain.

2. Akibat Hukum Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan Afwezigheid Terhadap
Harta Perkawinan
Dengan diundangkannya UU No0.1/1974 tentang perkawigang berlaku bagi

seluruh rakyat di wilayah Indonesia. Di dalam P&&lJU No.1/1974 sebagai ketentuan
penutup menyebutkan “Untuk perkawinan dan segalaase yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tdl9dd dan dengan berlakunya
undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yaagirddalam Kitab Undang-Undang
Hukum PerdataBurgelijk Wetboek Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI)) da
peraturan-peraturan lain yang mengatur tentangapenian sejauh telah diatur dalam

undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

M.J.A Van Mourik, Ibid, him 159-162.
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Dari ketentuan di atas maka R. Soetojo Prawirohgjoidian Marthalena Pohan
berpendapat, yaitu “BW tetap berlaku sejauh undardgng tersebut tidak mengatur hal-
hal yang berhubungan dengan perkawinan. Mengemkawman yang dimaksud disini
adalah perkawinan yang terbatas bagi warga negdomésia saja, sedangkan bagi orang
asing yang termasuk golongan Eropa atau Timur ABiagghoa masih tetap diatur dalam
BW”.8 Perkawinan dalam BW mendasarkan pada asas monogang artinya dalam
waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkamponeyai seorang istri, dan seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (P&sBM2), sehingga dalam BW tidak
diperbolehkan seseorang untuk melangsungkan parkawagi selama ia masih terikat
perkawinan lama.

Menurut Djamil Latif, akibat daafwezigheiderhadap perkawinan adalah sebagai
berikut:

1. Apabila pemanggilan itu tidak berhasil, maka mehuPasal 494 B.W,
Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atauyiairg ditinggalkan itu
untuk kawin dengan orang lain. Dengan perkawinan b menurut angka 2
Pasal 199 BW, perkawinan yang lama dianggap tesputu

2. Apabila orang yang berpergian itu kembali atau &dbar tentang masi
hidupnya sebelum diadakan perkawinan baru oleh yhigggalkan, maka
menurut Pasal 495 BW, izin Pengadilan Negeri umbekakukan perkawinan
lagi itu secara hukum tidak berlaku lagi. Akan pet@pabila perkawinan baru
itu terlanjur dilakukan, maka menurut ayat 2 P49&lBW, perkawinan tersebut
tidak bisa dibatalkan. Orang yang berpergian ipatifjuga kawin dengan orang

lain ®

Izin dari pengadilan yang dimaksud adalah penetggeagadilan, yang secara
hukum merupakan perwakilan dari si yang tidak hagituk memberikan persetujuan
kepada pasangan yang ditinggalkan untuk menikalb&kn$elain dapat memutus keadaan
“afwezigheiti Pengadilan Negeri juga dapat menangguhkan kepuotdafwezigheid
selama 5 (lima) tahun lagi apabila saksi-saksi aewartaan di surat kabar dirasa belum
cukup. Sejak saat dilangsungkan perkawinan antaeanisistri secara hukumvédn
rechtswegg maka sejak saat itulah terjadilah kebersamaahulatan) harta perkawinan
sejauh dalam perkawinan tersebut tidak ada pegjarkawin buwelijkse voorwadgn

Meskipun ada kebersamaan harta secara bulat, mursgla benda-benda yang tidak

8 R. Soetojo Prawirohamidjojblukum Waris KodifikasiCetakan PertamgAirlangga Press 2000, him.

% Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesfahalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 87
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termasuk ke dalam kebersamagenieenschgpseperti benda-benda yang diperoleh secara
cuma-cuma, dengan ketentuan dari pihak pewaris,piaghibahgchenkey.

Asas sifat dan kebersamaan harta perkawinan tdrdajgan Pasal 119 BW, yang
pada intinya menyatakan apabila tidak dibuat pggankawin oleh calon suami-istri
sebelum perkawinan dilangsungkan, maka akan tekgdmirsamaan harta kekayaan antara
suami-istri itu karena undang-undang. Oleh karanantuk memindah tangankan/menjual
harta tersebut harus dengan persetujuan keduaayan@nggunakan penetapan pengadilan
apabila salah satu mengalami keadaafwézigheitl Menurut penulis, akibat hukum
keadaan &fwezigheititerhadap harta apabila si yang tidak hadir kembgl:

“lika si yang tidak hadir kembali setelah masa pesea definitive, maka ia tetap

mempunyai hak untuk meminta bagian sesuai hak maxikembali, termasuk

hartanya yang terkemudian yang belum berpindalataregau barang-barang yang
saat dibeli dari uang hasil penjualan barang asahun dalam kesemuanya itu
tanpalodiperhitungkan terhadap hasil dan pendapegadapatannya (Pasal 486
BW)" .

Dalam B.W dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keatidak hadir seseorang, yaitu:
a. Masa pengambilan tindakan sementara karena adaggan meninggal dunia

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang meaidastuk mengurus seluruh
atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan semamitdinaintakan kepada Pengadilan
Negeri oleh orangyang mempunyai kepentingan tephadaa kekayaannya. Misalnya
istrinya, para kreditur, sesama pemegang saharaidain, juga jaksa dapat memohon
tindakan sementara tersebut. Dalam tindakan semaenidhakim memerintahkan BHP
(Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus selurutatkekayaan serta kepentingan dari
orang tak hadir.

Dalam keadaan mendesak demi kepentingan (para)wanisnya yang akan
bertindak hukum menyangkut harta benda (Para) whlis yang mengharuskan
persetujuan/tandatangan “si yang menghilang” ba#s/isteri atau anggota keluarga
terkait warisan tersebut, misalnya akan menjuabtumilik bersama yang menghendaki
persetujuannya, dalam keadaan yang mendesak seéalemiijpa dan telah melewati
waktu lebih dari 5-10 tahun berdasarkan ketentuasalP467-471 B.W maka demi

kepentingan (para) ahli waris yang ditinggalkankangpara) ahli waris tersebut dapat

10 Henny TanuwidjajaQp Cit.
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menggunakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal746B-W, untuk mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat gamgpenoleh keputusan tentang

“‘dugaan hukum bahwa orang tersebut telah menirdggad”.

b. Masa adanya kemungkinan si yang tidak hadir sudatinggal
Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudahngaai jika:

1) Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan suwaasa (Pasal 467 B.W),
dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yangraia dari orang tersebut atau
sejak kabar terakhir diterima;

2) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetaqhls habis berlakunya (Pasal
470 BW), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kayemg diterima dari orang
tersebut atau sejak kabar terakhir diterima;

3) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak gienumpang kapal laut
atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sajakya kabar terakhir dan
jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya;

4) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada syatristiwa fatal yang
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udaraZ3.N® 455), di mulai sejak
tanggal terjadinya peristiwa;

5) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakémvaaapabila salah satu
pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pigakg ditinggalkan boleh

mengajukan perceraian.

Masa bagi para ahli waris dan legataris denganatugayang tidak hadir sudah
meninggal dunia meliputi.

a. Menuntut pembukaan surat wasiat

b. Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadigdarkewajiban membuat
pencatatan harta yang dimbil serta memberi jamyaaug harus disetujui oleh
hakim (Pasal 472 BW).

c. Meminta pertanggung jawab oleh BHP bila BHP dalmuéungurusnya.

d. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak (Reabkal 488 BW). Para
ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerimatehavarisan secraa

terbatas (Pasal 277 BW).
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e. Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yangpomgai hak pakai
hasil (Pasal 474 BW).

f. Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dentariuea harta tetap
tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pas&8 dan 481 BW).

Apabila terjadiAfwezeigheidlalam suatu Badan Hukum, dapat terjadi 2 (dua$ jeni

kepentingan, yaitu :

a. Bagi ahli warisAfwezeigheidyang berkepentingan terhadap saham Pewaris,
dapat mengajukan permohonan kepada Direksi Persenbak diadakan RUPS
membahas kemungkinan “Dugaan meninggal dunia” fidgwaris pemegang
saham dan kemungkinan memberikan persetujuan keglaldavaris untuk
mohon Penetapan Afwezeigheitl kepada Pengadilan setempat untuk
mendapatkan kepastian hukum tentang keadaan PeMamg Tidak Hadir
tersebut, agar ahli waris dapat menggantikan telRpategang Saham yang
ditinggalkan.

b. Bagi Badan Hukum yang berkepentingan terhadap lkejathfwezeigheid”
apabilaSi yang diduga meninggal dunia, adalah salah sggramegang saham
dalam Perseroan namun tanpa diketahui ahli warjsngka Badan Hukum pun
harus mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuaik mengajukan
permohonan PenetapanAftvezeigheid’dari pengadilan agar Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diselenggarakan tanpa kehaelng@gang sahan yang
diduga meninggal dunia termaksud.

Keadaan “Dugaan Telah Meninggal” Berakhir, apabika orang yang tidak hadir/yang
diduga meninggal dunia kembaliatau ada kabar leatamg hidupnya, Jika si yang tak hadir
meninggal dunia dan Jika masa “pewarisan defiriitieemaksud dalam Pasal 484 B.W

dimulai.

C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Selain mewaris berdasarkan ketentuan undang-unddwgzeigheidlermasuk salah
satu cara untuk mewaris dalam BW (Pasal 852 jo B&%al 875, Pasal 841-845 B.W)

karena keadaan tidak hadir atau diduga meninggaladberdasarkan penetapan
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Pengadilan. Cara mewaris tersebut berkaitan dekeyzan warisan terbuka, yang diatur
dalam Pasal 830 BW, menyatakan bahwa pewarisaraliangdi karena kematian. Jadi
jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut memimlaaat utama dari terjadinya

pewarisan, kecuali pewarisan karelavezeigheidDengan meninggalnya atau diduga
meninggalnya seseorang, maka seluruh harta kekayadveralih kepada ahli waris

(Pasal 830-837 BW). Sehingga terpenuhi syarat-syarlk mewaris sebagaimana
diatur dalam Pasal 830, Pasal 836 BW dan PasaB®8a3

2. Saran

Disamping ketentuan Undang-Undang yang mengatuarignpersyaratan kapan
warisan terbuka, salah satu syarat mutlak adalabateadanya seorang pewaris yang
meninggal dunia, namun hal tersebut menurut pemetisyata tidak mutlak, karena
dengan Dugaan hukum bahwa seseorang diduga telaimggal dunia atau karena
tidak hadir dalam suatu waktu yang ditentukan dalaciang-undan@Afwezeigheid)
sesuai ketentuan dalam Pasal 467 BW, maka bagigidravaris si yang diduga
meninggal dunia tersebut dapat mohon penetapanaBigry Negeri setempat atas
keadaan tidak hadirnya si pewaris atau yang didugiainggal, sehingga kepada para
ahli waris si terduga meninggal dunia tersebut tlapanuntut dibagikan harta

warisannya, dengan segala akibat-akibat hukum geergaturnya.
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